SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 286 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

1

Undang-Undang = Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; :

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
I:Ier%{tang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
akarta; ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KOTA ADMINISTRASI
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v. melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala dan
rutin mengenai keadaan kebersihan permukiman dan
kondisi lingkungan hidup wilayah Kecamatan;

w. melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan lomba
kebersihan tingkat Kecamatan;

x. menerima dan meneruskan laporan kerusakan dan
pencemaran lingkungan yang sudah dan/atau berpotensi
mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup
yang diterima dari Kelurahan ke Walikota/Bupati dan/atau
SKPD terkait; dan

y. melaporkan dan mempertanggunawabkan' pelaksanaan
Tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan
Hidup.

Paragraf 6
Kelurahan
Pasal 55

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kelurahan,;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan
dan Seksi;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD,
UKPD dan/ atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait,
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;

e. melaksanakan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi
Pimpinan Kelurahan;

f. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di
wilayah Kelurahan; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Kelurahan

Dalam kedudukannya sebagai pimpinan wilayah Kelurahan,
Lurah mempunyai kewenangan mengoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional
tugas dan fungsi seluruh perangkat SKPD/UKPD yang ada di
wilayah Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dapat dibantu oleh
seorang Wakil Lurah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah

Pasal 56

Kelurahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas pemerintahan daerah di wilayah Kelurahan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.
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penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Kota Administrasi;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kota Administrasi;

pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
umum;

pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
pelayanan masyarakat;
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

pemeliharaan dan perawatan prasarana dan {asilitas
layanan umum, antara lain RPTRA;

pembinaaan lembaga kemasyarakatan,

pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup dan
kebersihan, kesehatan lingkungan dan komunitas;

pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan;

perawatan taman interaktif;

. pembinaan rukun warga dan rukun tetangga,

pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah
Kelurahan;

pengembangan dan pembinaan kesehatan m'asyarakat;

penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.
Kelurahan;

pengelolaan  ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Kelurahan;

pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kelurahan;
dan ;

pelaporan dan pertanggm’awaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Kelurahan

Pasal 57

(1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris
Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Lurah.

(2) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
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mengoordinasikan  penyusunan rencana  strategis,
rencane kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan
anggaran;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran;

menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kelurahan; '

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Kelurahan;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Kelurahan;

menyediakan, menatausahakan, memelihara dan
merawat prasarana dan sarana kerja termasuk bangunan
gedung kantor Kelurahan dan rumah dinas Lurah;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
Kelurahan;

menghimpun, mengolah dan menyajikan data. dan
informasi kegiatan dan pelayanan Kelurahan;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban kantor Lurah;

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan
Kehurahan;

. melaksanakan publikasi kegiatan, penerimaan tamuy,

pengaturan upacara dan pengaturan kegiatan acara
Kelurahan;

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan,
keuangan dan akuntabilitas Kelurahan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Sekretariat.

Pasal 58

(1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban,dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah.

(2) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai
tugas :

a.

b.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi
teknis lembaga kemasyarakatan termasuk Rukun
Tetangga dan Rukun Warga;

. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan

kemitraan dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
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mengoordinasikan dan melaksanakan upaya kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

menyusun, menyajikan dan memanfaatkan peta situasi
ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum wilayah
Kelurahan;

melaksanakan penanganan bencana dalam kurun waktu
1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam;

. melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap potensi dan

penyelesaian gangguan sosial di wilayah Kelurahan;

melaksanakan kegiatan patroli pemantauan situasi dan
kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
Kelurahan;

melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi
terhadap masyarakat Kelurahan;

melaksanakan koordinasi dengan Unit PTSP Kelurahan
dan Satupel Dukcapil KElurahan;

melaksanakan fasilitasi, bimbingan, konsultasi dan
pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa;

m. melaksanakan pelayanan wumum dan administrasi

pertanahan;

memantau dan melaporkan penggunaan rumah kost dan
rumah kontrakan,;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 59

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Lurah.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

memberikan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi
pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan,
kesetiakawanan sosial, peduli sesama, gotong royong dan
mental spiritual;

menyusun, memelihara dan menyajikan data dan
informasi kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial
di wilayah Kelurahan;

memfasilitasi dan membantu SKPD/UKPD yang lingkup
tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat
seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga berencana dalam melaksanakan
kegiatan di wilayah Kelurahan;
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f. mengoordinasikan penggerakan masyarakat - dalam

melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang dan jentik
nyamuk di wilayah Kelurahan;

g menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data dan

informasi Kesehatan Masyarakat di wﬂayah Kelurahan;

h. memantau dan melaporkan potensi dan/atau terjadi

kejadian yang luar biasa di bidang kesechatan di wilayah
Kelurahan;

melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas Kelurahan
dan petugas Keluarga Berencana di Kelurahan;

mengoordinasikan  penggerakan masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan;

k. melaksanakan  kegiatan pendataan  permasalahan

kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, penyakit
menular dan penyakit endemik; ‘

fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan keschatan
masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti Rukun
Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan
warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan
balita, gerakan anti narkoba dan tanaman obat;

m. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam

bentuk kegiatan fisik dan sosial;

n. fasilitasi pelaksanaan  surveilans/investigasi kasus

penyakit menular; dan

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 60

(1) Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(2) Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  koordinasi, monitoring, pengawasan,
pengendalian, pengembangan serta pemberian bimbingan
dan konsultasi terhadap industri rumah tangga dan
pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan
perekonomian masyarakat Kelurahan;

melaksanakan monitoring, fasilitasi, memberikan bimbingan
dan konsultasi terhadap usaha mikro dan Kkecil serta
kegiatan ekonomi masyarakat lainnya dan kegiatan budaya
yang potensial menjadi sumber daya perekonomian
masyarakat Kelurahan,
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€. mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak
terkait baik pemerintah maupun swasta dalam, rangka
pengembangan  perekonomian masyarakat Kelurahan
khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;

f. melaksanakan pemantauan kondisi perekonomian
masyarakat Kelurahan khususnya golongan warga
berpenghasilan rendah ke bawa; ‘

g menyusun, memelihara dan menyajikan data perekonomian
masyarakat

h. melaksanakan kegiatan penanganan segera prasarana dan
sarana umum dalam bidang jalan, saluran, kebersihan,
taman dan penerangan jalan;

i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana umum, seperti jalan lingkungan, saluran air
lingkungan, saluran tersier dan prasarana mandi cuci kakus;

j. menyusun kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan fasilitas umum di wilayah
Kelurahan;

k. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan fasilitas umum;

1. melaksanakan penghijauan lingkungan pemukiman;

m. menyusun peta situasl, kondisi, potensi dan tingkat
kerawanan kebersihan dan lingkungan wilayah Kelurahan;

n. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan di
lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;

o. melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi
masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan
kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat Kelurahan;

p. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan  kebersihan di lingkungan permukiman
masyarakat;

q. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan saluran
kecil /got di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;

r. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data dan
informasi potensi kebersihan di lingkungan permukiman
masyarakat Kelurahan;

s. melaporkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang

sudah dan/atau berpotensi mengganggu kesehatan
masyarakat dan lingkungan hidup; dan

t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 61
Pada Kota Administrasi dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.



